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ABSTRACT

Inheritance law is closely related to the scope of human life, that every human being will
experience a legal event which is usually called death. Conficts resulting from struggles over
inheritance still occur frequently in society. In fact, this confict often arieses before the heir dies.
The trigger for this cinfict is not only caused by the public’s low legal awareness regarding the
distribution of inheritance, but also due to juridical contradiction regarding inheritance in
guestion is that the use of inheritance law in Indonesia is still not uniform. For Indonesia
citizens, legal settlement of inheritance cases is carried out through general justice
administration bodies (district court and high courts) and religious courts (religoous courts and
high religious courts). In Decision No 1003/PDT.P/PA.SBY states that the late Jamilah Alias
Djamilah Binti H. Abdul Wahap Alias Darip had 5 successors as biological children along with
7 successors to replace her parents, also known as grandchildren. The research results are as
follows: in the KHI the definition of inheritance law is contained in acrticle 171 letter a which
reads “Inheritance law is the law that regulates the transfer of inheritance rights (tirkah) of
heris, determining who has the right to be an heir and what their share is each. Inheritance law
is a rule that regulates the transger of assets from semeone who dies to their heirs. This means
determining who is the heir, the portion of each heir, determining the inheritance and
inheritance of the person who has died.

Keywords: Fight Over Inheritance, Distribution Of Inheritance, Determination Of Heirs.

ABSTRAK

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan kehidupan manusia, karena setiap
individu pasti akan mengalami momen yang merupakan bagian dari siklus kehidupan, yaitu
meninggal dunia. Sayangnya, konflik yang muncul akibat perebutan harta warisan masih sering
terjadi di masyarakat. Konflik ini bahkan kadang sudah muncul sebelum pewaris meninggal
dunia. Salah satu penyebab utama terjadinya konflik ini adalah rendahnya kesadaran hukum
masyarakat mengenai pembagian harta warisan, serta adanya yuridis yang berkaitan dengan
hukum waris yang berlaku di Indonesia. Ketidakseragaman dalam penerapan hukum waris di
tanah air menjadi salah satu bentuk kontradiksi yuridis yang perlu diperhatikan. Bagi warga
negara Indonesia, penyelesaian sengketa waris secara negeri dan pengadilan tinggi maupun
melalui jalur peradilan agama, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pada
Putusan No. 1003/Pdt.P/2024/Pa.Sby meyatakan bahwa Almarhum Jamilah Alias Djamilah Binti
H. Abdul Wahap Alias Darip mempunyai 5 penerus ahli waris sebagai anak kandung beserta 7
penerus pengganti orang tuanya disebut juga cucu. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam
KHI, pengertian hukum kewarisan tercanum pada Pasal 171 huruf a. Di dalam pasal tersebut,
dinyatakan bahwa “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak
milik atas harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli
waris, serta berapa porsi bagiannya masing-masing”. Dengan demikian, hukum waris berfungsi
sebagai aturan yang mengelola pemindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia. Kepada
para ahli warisnya. Hal ini mencakup penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, proposi
bagian masing-masing ahli waris, serta segala harta peninggalan dan warisan dari orang yang
telah tiada.

Kata Kunci: Perebutan Harta Warisan, Pembagian Harta Warisan, Penetapan Ahli Waris.
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PENDAHULUAN

Saat ini, banyak keluarga menghadapi berbagai permasalahan terkait warisan.
Masalah-masalah ini berhubungan dengan proses pengalihan harta dari pewaris kepada
ahli waris. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengalihan tersebut sering terkendala
oleh kesulitan dalam pembagian warisan, yang pada gilirannya bisa menyebabkan
perselisihan.

Peristiwa hukum dalam hal kewarisan terjadi saat seseorang meninggal, yang
mempengaruhi harta yang ditinggalkannya. Ini mencakup proses pengelolaan dan
penentuan hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang telah meninggal.

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau, yang
membuatnya kaya akan keberagaman budaya, agama, dan tradisi, masing-masing
dengan ciri khas dan karakteristiknya sendiri. Di antara berbagai suku yang ada, seperti
suku Jawa, Dayak, dan Melayu, terdapat berbagai sistem kekerabatan yang sangat
beragam.

Contoh lainnya adalah sistem kekerabatan patrilineal yang dianut oleh beberapa
suku tertentu, di mana garis keturunan ditentukan oleh pihak ayah. Berbeda dengan itu,
di Provinsi Sumatera Barat, yang juga dikenal dengan Ranah Minangkabau,
masyarakatnya sangat kental dengan adat dan agama. Di sana, mereka menganut sistem
kekerabatan matrilineal, yang berperan sebagai pedoman dalam menjalankan adat
terkait garis keturunan.

Dalam konteks ini, sistem kekerabatan matrilineal merujuk pada hubungan yang
ditentukan oleh garis keturunan ibu. Selain itu, masyarakat Minangkabau dipengaruhi
oleh dua kekuatan yang saling menguatkan, yaitu adat dan agama. Kedua aspek ini
diatur dalam suatu hukum yang sangat dihormati oleh masyarakat Minangkabau, baik
dalam ketaatan terhadap agama Islam maupun dalam ketaatan terhadap adat mereka.
Adat Minangkabau, yang dikenal dengan istilah "adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah”, menegaskan bahwa setiap aturan dalam masyarakat harus selaras dengan
syariat Islam. Oleh karena itu, hukum adat, termasuk dalam masalah hukum waris, harus
sesuai dengan ajaran Islam, khususnya hukum waris syariat (faraidh). Hal ini
menunjukkan bahwa dalam menjalankan sistem hukum adat, masyarakat Minangkabau
harus menjaga keseimbangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam sistem kekerabatan
matrilineal yang dianut, semua harta pusaka, baik yang diwariskan oleh nenek moyang
yang telah meninggal maupun yang masih hidup, akan diwariskan kepada pihak
perempuan, bukan laki-laki. Laki-laki di Minangkabau hanya bertugas menjaga harta
pusaka tersebut. Oleh karena itu, kedudukan perempuan di Minangkabau sangat
dihormati, karena mereka dianggap sebagai penerus garis keturunan dan ahli waris harta
pusaka. Namun, sesuai dengan adat, harta pusaka tidak bisa dibagikan sebagai hak milik
individu oleh penerima pusaka, melainkan pembagian harus dilakukan oleh mereka
yang berasal dari kaum yang sama dan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh keluarga
(mamak).

Waris adalah salah satu aspek dalam hukum perdata yang merupakan bagian dari
hukum kekeluargaan. Hukum waris memiliki hubungan yang sangat erat dengan
kehidupan manusia, karena setiap orang pasti akan menghadapi peristiwa yang dikenal
sebagai kematian. Ketika terjadi peristiwa hukum seperti kematian seseorang, maka
akan timbul akibat hukum terkait pengelolaan dan pelaksanaan hak serta kewajiban
orang yang telah meninggal.
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Menurut ahli hukum Indonesia, Wirjono Prodjodikoro, hukum waris diartikan
sebagai hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia
meninggal dunia (pewaris), serta cara-cara peralihan harta tersebut kepada ahli waris.
Meskipun pengertian hukum waris tidak secara eksplisit tercantum dalam KUHPerdata,
aturan mengenai pengaturan hukum waris diatur dalam undang-undang tersebut.
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan komplikasi
hukum Islam di Indonesia, hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur
pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris, siapa saja yang berhak
menjadi ahli waris, serta pembagian bagian mereka. Dari pengertian ini, dapat diketahui
bahwa inti dari hukum waris, termasuk hukum waris Islam, adalah pengaturan mengenai
peralihan hak milik dari pewaris kepada ahli warisnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menegaskan
bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan orang tuanya setelah
keduanya meninggal dunia. Dalam hal ini, kedudukan hukum harta yang ditinggalkan
seseorang harus sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak orang tersebut sebelum
meninggal. Undang-undang memberikan prinsip kebebasan bagi seseorang untuk
menentukan apa yang terjadi dengan harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia.
Namun, apabila orang tersebut tidak membuat keputusan mengenai harta kekayaannya
semasa hidup, maka undang-undang akan menentukan bagaimana pengaturan harta
yang ditinggalkan.

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala hal terkait peralihan
hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang kepada ahli waris setelah ia
meninggal dunia. Oleh karena itu, dalam hukum waris ada tiga unsur pokok yang saling
terkait, yaitu:

1. Pewaris
2. Harta peninggalan
3. Ahli waris

Kewarisan, pada dasarnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum, yang
juga merupakan bagian penting dalam ajaran Islam.

Pada dasarnya, pewarisan dimulai setelah seseorang meninggal dunia, dan harta
yang ditinggalkan akan dibagikan kepada ahli warisnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal
830 Bab XIlI KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi akibat
kematian.

Indonesia belum memiliki undang-undang waris nasional yang mengatur kaidah
positif tentang pewarisan. Akibatnya, terdapat pluralisme dalam hukum waris di
Indonesia, yang mencakup tiga sistem hukum yang mengatur soal pewarisan, yaitu:

1. Hukum Adat
2. Hukum Islam
3. Hukum Perdata Barat

Pengaturan tentang pemindahan harta (warisan) yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal dan dampaknya bagi penerima warisan, baik dalam hubungan mereka
dengan pihak ketiga, diatur dalam hukum waris Barat yang tercantum dalam Burgerlijk
Wetboek (BW) atau KUHPerdata.

Dalam hukum pewarisan, terdapat beberapa unsur yang membentuknya, yaitu:

1. Pewaris

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan untuk diwariskan.
2. Warisan

Harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk diterima oleh ahli waris
3. Ahli waris
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Orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.

Harta warisan harus segera dibagikan agar setiap ahli waris dapat memperoleh
bagian sesuai haknya, sehingga mereka dapat menguasai atau memiliki harta warisan
tersebut. Pembagian ini memungkinkan para ahli waris untuk menikmati, mengelola,
atau mengalihkan harta warisan kepada sesama waris, anggota keluarga, atau pihak
lain. Setelah pewaris meninggal, harta warisan harus segera dialihkan kepada ahli
warisnya. Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa semua ahli waris secara otomatis
memperoleh hak atas barang, hak, dan piutang yang ditinggalkan oleh pewaris. Terkait
dengan hak ini, setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan yang belum
dibagikan, meskipun ada perjanjian yang menghalangi hal tersebut.

Konflik terkait perebutan harta warisan masih sering terjadi di masyarakat, bahkan
konflik tersebut sering kali muncul sebelum pewaris meninggal dunia. Penyebab utama
dari konflik ini antara lain adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai
pembagian harta warisan, serta adanya masalah yuridis yang berkaitan dengan
penerapan hukum waris yang berlaku di Indonesia.

Kontradiksi yuridis mengenai warisan yang dimaksud adalah ketidaksesuaian
dalam penerapan hukum waris di Indonesia yang belum seragam.

Bagi warga negara Indonesia, penyelesaian perkara warisan secara hukum
dilakukan melalui lembaga peradilan umum (peradilan negeri dan pengadilan tinggi)
serta peradilan agama (peradilan agama dan pengadilan tinggi agama). Adapun hukum
yang berlaku (ius constitutum) sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan negeri dan
pengadilan tinggi Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) atau Burgerlijk Wetboek (BW). Sementara itu, di lingkungan peradilan
agama, hakim menggunakan pedoman Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum
materiil untuk menyelesaikan perkara yang diajukan. Berdasarkan hal tersebut,
penelitian penulis berfokus pada: “ANALISIS YURIDIS TENTANG KASUS
PENETAPAN AHLI WARIS DALAM PERKARA NOMOR 1003/PDT.P/PA.SBY
(Studi di Pengadilan Agama Surabaya)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan
untuk menganalisis permasalahan dari perspektif hukum dengan memeriksa sumber-
sumber hukum primer dan sekunder, serta menghubungkannya dengan permasalahan
yang ada (Hartono, 2006, 140).

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Penetapan Ahli Waris Dalam
Putusan Nomor 1003/PDT.P/2024/PA.SBY

Dalam hukum perdata, penetapan ahli waris diatur dalam Pasal 830 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa pewarisan hanya bisa
terjadi setelah kematian. Sementara dalam hukum Islam, penetapan ahli waris
berdasarkan pada Al-Quran, khususnya Surat An-Nisa ayat 11-12, yang membahas
pembagian warisan kepada 12 ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam
proses penetapan ahli waris, majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang
diajukan oleh pemohon dan menilai apakah bukti tersebut sah dan autentik. Beberapa
dokumen yang perlu disiapkan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris
antara lain: surat permohonan dari semua ahli waris, surat kematian pewaris, dan
fotokopi akta nikah pewaris.

Dasar hukum penetapan ahli waris adalah sebagai berikut:
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e Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun

1989 mengenai Peradilan Agama untuk ahli waris beragama Islam.

e Pasal 833 KUHPerdata mengenai ahli waris beragama selain Islam.

Pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan peraturan
yang berlaku, sehingga permohonan dapat diterima. Selain itu, bukti-bukti yang
disertakan sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi syarat formil sesuai
dengan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020.
Bukti-bukti tersebut juga telah disertai saksi yang memberikan keterangan berdasarkan
pengetahuan mereka sendiri dan disampaikan di bawah sumpah, sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 147, 170, 171, dan 172 HIR.

Dalam hukum Islam, penetapan ahli waris mengacu pada Al-Qur'an Surat An-
Nisa' ayat 7 yang menyatakan: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta yang ditinggalkan
orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan juga ada hak bagian dari harta yang
ditinggalkan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, sesuai bagian yang
telah ditetapkan.” Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan tentang penetapan ahli waris dapat diterima dan harus
dikabulkan.

Dalam perspektif hukum Islam, hal ini disebut sebagai ijtihad, yaitu usaha
sungguh-sungguh untuk menentukan hukum. Mengacu pada teori kedaulatan Tuhan
yang dikembangkan oleh Al-Maududi, hukum Islam pada dasarnya tidak kaku,
melainkan dapat disesuaikan dengan tujuan hukum (mashlahah al-ammah) dan
kepentingan manusia, sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam.

Mengenai kedudukan ahli waris pengganti, Hazairin mengemukakan hasil
ijtihadnya yang diakui oleh pengikutnya, dan pendapat tersebut telah dikuatkan dalam
Pasal 185 KHI serta diterima oleh hakim-hakim di pengadilan agama di seluruh
Indonesia. Jika dikaitkan dengan teori kredo dan kedaulatan Tuhan, ketentuan mengenai
wasiat wajibah cenderung mengesampingkan ketentuan warisan yang tegas diatur dalam
Al-Qur'an dan Hadits.

Kedudukan hukum ahli waris dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits diatur dalam
tiga kategori:

1. Al-Muwarrits: orang yang meninggal dunia (pewaris), baik mati hakiki atau mati
hukumnya (kematian yang dinyatakan oleh hakim berdasarkan beberapa alasan).

2. Al-Warits: orang yang masih hidup atau anak dalam kandungan yang berhak
mewarisi, meskipun dalam kasus tertentu terhalang.

3. Al-Mauruts: harta warisan yang diwariskan.

Perbedaan pemahaman mengenai "wala’ al-muwalah” (waris dengan akad
muwalah) antara ulama figh, seperti yang dijelaskan dalam ayat mawali, telah
diterjemahkan oleh Hazairin sebagai ahli waris pengganti. Hazairin menjelaskan bahwa
dalam sistem warisan Indonesia, ahli waris adalah orang yang tergolong dalam suatu
kelompok dengan syarat bahwa tidak ada penghalang (misalnya, yang masih hidup atau
yang lebih dulu meninggal).

Tafsir mengenai ayat mawali juga dibahas oleh Thoha Jahja Omar dalam seminar
Hukum Nasional 1963, yang menyoroti perbedaan interpretasi terhadap lafadz "mawali*”
dalam Surat An-Nisa. Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap golongan
yang menjadi ahli waris berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan ibu-bapak
dan kerabat terdekat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
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2. Keputusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1003/PDT.P/2024/PA.SBY

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kekuasaan
kehakiman sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU
Nomor 50 Tahun 2009. Pasal 2 UU tersebut menyatakan bahwa, "Peradilan Agama
adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan
yang beragama Islam, terkait dengan perkara-perkara tertentu yang diatur dalam
undang-undang ini."

Berdasarkan Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan amandemen
dari UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terhadap UU Nomor 7 Tahun 1989, serta
aturan Mahkamah Agung dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama Buku Il Edisi 2010, Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang
untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang
yang beragama Islam, khususnya dalam bidang kewarisan, termasuk perkara
permohonan penetapan ahli waris, sepanjang ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan dan jika terdapat kepentingan hukum.

Penetapan ahli waris adalah salah satu bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh
hakim Pengadilan Agama sebagai hasil dari permohonan yang diajukan oleh pihak
pemohon. Dalam konteks hukum, permohonan merupakan suatu perkara perdata yang
diajukan dalam bentuk permohonan resmi yang ditandatangani oleh pemohon atau
kuasanya, yang ditujukan kepada hakim Pengadilan Agama. Salah satu jenis
permohonan yang dapat diajukan adalah permohonan penetapan ahli waris. Dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 171 ayat (1) menjelaskan bahwa hukum kewarisan
adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan
(tirkah) pewaris, serta menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagian
mereka masing-masing.

Penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkara kewarisan yang dilakukan
oleh ahli waris untuk mengurus hak-hak yang harus diterima. Hal ini dijelaskan dalam
UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Kompilasi Hukum
Islam Pasal 171-193 yang menyebutkan bahwa orang yang berhak mewarisi adalah
keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin, serta suami atau istri yang telah
hidup bersama sampai pewaris meninggal dunia.

Sebagai pihak yang berperan penting dalam proses peradilan, hakim memiliki
peran yang sangat besar dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim tidak hanya
harus memiliki dasar penetapan yang kuat, tetapi juga harus cermat dalam memeriksa
bukti-bukti yang disodorkan kepadanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebenaran
suatu hubungan hukum yang menjadi dasar dari gugatan permohonan, agar hakim dapat
memberikan putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di
Pengadilan Agama maupun hukum acara perdata yang terkait dengan perkara tersebut.

Begitu pula dengan tindakan hakim Pengadilan Agama Surabaya yang
memutuskan perkara Nomor: 1003/PDT.P/2020/PA.SBY, di mana majelis hakim
Pengadilan Agama Surabaya harus bijaksana dan cermat dalam menilai bukti-bukti di
persidangan serta dalam menentukan dasar pembuktian dalam penetapan tersebut.
Untuk memutuskan perkara yang diajukan, hakim harus memastikan kebenaran dari
suatu peristiwa yang sedang disengketakan melalui pembuktian dan keterangan saksi-
saksi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan yang tepat dalam memutuskan perkara
tersebut.
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KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, harta warisan merujuk pada pemindahan harta peninggalan
dari pewaris (muwaris) yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup
dan memiliki hubungan dengan si pewaris. Harta warisan mencakup segala bentuk harta
benda yang dimiliki oleh pewaris beserta hak-haknya. Menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI), harta warisan terdiri dari harta yang dimiliki pewaris, ditambah dengan bagian

yang diperlukan untuk kebutuhan selama masa sakit hingga kematiannya, biaya

pengurusan jenazah, pelunasan utang, serta pemberian kepada kerabat. Oleh karena itu,
harta warisan mencakup semua harta dan hak-haknya yang ditinggalkan pewaris, yang
dapat diwariskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan dengan si pewaris, baik
melalui jalur nasabiah (hubungan darah) maupun sababiah (melalui hubungan hukum
seperti perkawinan).

Berdasarkan uraian tersebut, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai
berikut:

1. Keputusan hakim, jika merujuk pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
menyatakan bahwa:

a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, kedudukannya dapat
digantikan oleh anaknya, kecuali untuk mereka yang tercakup dalam Pasal 173.

b. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang
sederajat dengan yang digantikan. Dengan kata lain, jika seorang ahli waris
meninggal dunia lebih dahulu, maka posisi mereka dapat digantikan oleh anak-
anak atau cucu dari ahli waris tersebut.

2. Berdasarkan pertimbangan hukum dan dasar hukum yang digunakan, hakim
memutuskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris pengganti adalah anak dari
salah satu anak laki-laki yang telah meninggal dunia. Dalam Pasal 185 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tercantum dalam Pasal 173.
Namun, dalam kasus ini, pewaris meninggal dunia lebih dahulu daripada ahli waris,
yang berarti penetapan hakim tidak sesuai dengan Pasal 185 KHI. Oleh karena itu,
diperlukan perbaikan dalam penetapan tersebut.

Penetapan ahli waris merupakan bagian dari perkara kewarisan yang dilakukan oleh
ahli waris untuk mengurus hak-hak yang harus diterima oleh mereka. Proses ini
diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah
dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171-193 KHI, yang menjelaskan bahwa orang-orang
yang berhak mewarisi adalah keluarga yang sedarah, baik sah maupun luar kawin,
serta suami atau istri yang telah hidup bersama sampai pewaris meninggal dunia.
Sebagai bagian integral dari sistem peradilan, hakim memegang peranan yang
sangat penting dalam memutuskan suatu perkara. Seorang hakim tidak hanya harus
memiliki dasar pembuktian yang kuat, tetapi juga harus cermat dalam memeriksa
bukti-bukti yang diajukan kepadanya. Hal ini untuk memastikan bahwa hubungan
hukum yang menjadi dasar dari gugatan permohonan itu benar-benar ada, sehingga
ila dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, baik berdasarkan hukum Islam
yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terkait dengan
perkara yang sedang ditangani.

Saran

Berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, putusan hakim dapat
dijelaskan sebagai berikut:
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1. Jika seorang ahli waris meninggal dunia sebelum pewaris, maka posisinya dapat
digantikan oleh anak-anaknya, kecuali untuk mereka yang tercantum dalam Pasal
173.

2. Bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh lebih besar daripada
bagian ahli waris yang sederajat dengan yang digantikan. Hal ini menunjukkan
bahwa posisi ahli waris yang meninggal dunia dapat digantikan oleh anak-anak atau
cucu pewaris.

Penetapan ahli waris merupakan proses hukum yang dilakukan oleh ahli waris
untuk mengurus hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing ahli waris. Prosedur
ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Pasal 171-
193 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa pihak-pihak yang berhak mewarisi
adalah keluarga yang memiliki hubungan darah, baik sah maupun luar kawin, serta
suami atau istri yang telah hidup bersama hingga pewaris meninggal.
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